
WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan
kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah
potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota
Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
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8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4486);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4674);

10. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4851);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 130);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
NegaraTahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5214);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3930);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan
Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
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25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan
Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 / PRT/M/ 2006 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan
Persampahan;

29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum,
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009,
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah;

32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Padang.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
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6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan disuatu wilayah kerja.

12. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang
dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil, paling
banyak 10.000 orang penduduk.

13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Rasyidin kota Padang.

14. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari
sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk
dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.

16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat
yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan /
pengurangan.

18. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan
sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu.

19. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses
dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

22. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
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24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam
register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

26. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

27. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.

28. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk
keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.

29. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

30. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor
maupun tidak bermotor.

31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan
kondisi mesin dimatikan

32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan
oleh Kepala Derah sebagai tempat Parkir Kendaraan.

33. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota
Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.

34. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

35. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

36. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

37. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas
maksimal 100 m2.

38. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan
ukuran luas maksimal 30 m2.

39. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama
dengan 100 m2.

40. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara
satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen.

41. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi
pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.

42. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi
pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk.

43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa
bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan
khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis
dan laik jalan.

45. Pengujian Berkala kedua , Ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah
pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6
bulan.

46. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu.

www.peraturan.go.id


